
Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan1.
penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Telah dilaksanakan Rapat sosialisasi/koordinasi keamanan pangan segar Kabupaten
Sijunjung Tahun 2024 pada Hari Kamis, tanggal 26 September bertempat di operation
room Kantor Bupati Sijujunjung di hadiri oleh Tim Satuan Tugas Pangan Segar yang ada
di Kabupaten Sijunjung. Rapat Koordinasi ini dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang
Ekonomi dan Keuangan Hasmizon,SE dengan narasumber Kasat Reskrim Polres
Sijunjung AKP Muhammad Yasin,SLK adapun tema materi narasumber adalah peran
Kepolisian (Satgas Pangan) dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di
Kabupaten Sijunjung
Isu Distribusi Pangan. Ketersedian Pangan yang harus didatangkan dari luar Kabupaten
Sijunjung seperti sayuran dataran tinggi serta buah buahhan yang saat ini merupkan
Komoditas pangan dengan isu Keamanan Pangan yang kurang baik, agar selalu
disampaikan dalam rapat tingkat Propinsi Sumatera Barat, agar penanganan keamanan
pangan sudah dilakukan pada tingkat produsen distributor
Guna menjamin kestabilan harga pangan segar maupun pangan olahan,DPMPTSP untuk
mendorong Investor untuk melakukan investasi di Wilayah Kabupaten Sijunjung melalui
pengembangan gudang produksi
Guna efektifitas serta pengendalian keamanan pangan khususnya komoditas ikan dan
produk ternak,untuk diaktifkan kembali pos pengawasan disetiap batas wilayah
Kabupaten Sijunjung melalui pembangunan gudang produksi
Pengawasan dan pemantauan keamanan pangan segar maupun pangan olahan secara
berkala di pasar harus selalu dilakukan
DPMN melalui dana Desa,Ketahanan pangan untuk menggiatkan edukasi dan sosialisasi
keamanan pangan harus gencar dilakukan untuk menciptakan konsumen cerdas dalam
memilih jenis Pangan

   

BAPPPEDA selaku tim perencana Pembangunan Daerah bersama BKAD untuk
memberikan perhatian terhadap penganggaran pembangunan Daerah terutama dalam
keamanan pangan (pengujian,edukasi,pembinaan dan pengambilan sampel)
Bulan Oktober s/d Desember 2024 dimana menunjukkan harga yang relative stabil
khususnya terhadap harga bawang putih dan cabe rawit mengalami kenaikan
Kabupaten Sijunjung merupakan Daerah Non LHK yang tidak dilakukan penghitungan
tingkat inflasi Daerah sehingga untuk perkembangan inflasi dengan memperhatikan
kestabilan harga
Dinas Kominfo untuk mengaktifkan sosial media yang memuat konten konten terkait
keamanan pangan guna mengedukasi masyarakat dalam sehat memilih pangan
BPP untuk mendampingi mayarakat dalam perencanaan pembangunan ketahanan
pangan dan membantu edukasi masyarakat dalam keamanan pangan

 

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.2.

Idenfikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Daerah1.
Terhadap kegiatan dalam rangka Pengendalian Inflasi tidak terdapat hambatan



atau kendala

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.3.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Daerah1.
Penyusunan SK Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024,2.
Penyusunan SK Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun
2024
Mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui zoommeeting3.
Melakukan pemantauan dan survey harga bahan pokok setiap harinya4.
Mengikuti rapat-rapat pengendalian inflasi oleh TPID Kabupaten Sijunjung5.
Gerakan Pangan Murah pada tanggal 14 Oktober di RTH6.
Menghimbau seluruh pihak yang terkait untuk terus meningkatkan inovasi dalam rangka7.
kegiatan pendapatan masyarakat melalui surat Edaran Bupati Sijunjung
Melaksanakan operasi pasar murah bekerjasama dengan pemerintah Propinsi dan pihak8.
swasta
TPID dan Satgas Pangan Kabupaten Sijunjung melakukan survey harga dan keamanan9.
pangan
Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi10.
dan UKM bekerjasama dengan Bank dan BUMD
Pemerintah Sijunjung melalui Dinas Pangan dan Perikanan melakukan Gerakan Pangan11.
Murah

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.4.

Melaksanakan Rakor TPID dalam Kabupaten1.
Mengikuti Zoom Meeting TPID Award 20242.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.5.

Rekomendasi kebijakan pengendalian Inflasi di Daerah1.
Melanjutkan program yang telah dilaksanakan pada triwulan III tahun 20242.
Peningkatan Koordinasi antar perangkat daerah terkait Kabupaten Sijunjung3.
Melakukan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota tetangga, untuk saling tukar informasi4.
perihal ketersedian bahan pokok, produksi, distribusi dan kerjasama dengan Kabupaten.
Melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis di Perangkat Daerah terkait yang menunjang5.
pengendalian inflasi daerah
TPID Kabupaten Sijunjung akan menindaklanjuti semua kegiatan terkait pengendalian6.
inflasi di Kabupaten Sijunjung dengan berkoordinasi dengan TPID Propinsi Sumatera
Barat dan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.


